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BUPATI BEKASI, 
Menimbang: bahwa rnemenuhi ketentuan Pasa! 7 Peraturan Oaerah Nomor 12 

Ta.liun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2015, perlu ditctapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tenrang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi -Jawa 
Barat [Berita Negara Republik Indonesia Tahun l 950); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenruan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kal; 
terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tcntang 
Penetapan Peraturan Pemerintab Pcngganti Unda.ng·Undang 
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Alas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenruan !.!mum 
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Tambahnn 
Lemba,an !'regara Republik Indonesia Nomor -1999), 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pcnagihan Pajak 
dengan Surat Paksa [Lernbaran 'legara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3686), sebagaiarnana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 129, lambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lcmbaran :'legara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 7;,, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
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5. Undang-Undang :--;omot 31 Tahun- 1999 tentang Pemberaruasan 
Tmdak Pidana Korups; (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ncmor 3854) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahu.n 2001 tent.ang P.erubahan Alas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 temang Pemberama:san 
Tindal< Pidana Korupsi [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4150t: 

6. Undang-Undang Nomor l 7 Tahun 2003 tentang Kcuangan 
Negara (Lembaran l\egara Republik lndonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pcrbcndaharaan 
Negara [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200-I 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200-I tentang Sistem 
Perencanaan Pernbangunan Nasronal [Lembaran Negara 
RepubJik lndonesia 1'ahun 2004 Nomor 104. Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik lndonesia l\omor 4-421): 

JO. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarnbahan Lembaran :-legara Republik Indonesia Nomor 4438): 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rcpublik lndonesia 
Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201J tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega."" 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa {Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20!4 Nomor 7, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495); 

14. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah dengan Peraruran 
Pemermtah Pengganti Undang-Undang tcomcr 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Perncrintahan Dacrah Il.embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 l 4 Nomor 2a6. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 55891: 



15 Peraruran Pemenntah. No:nor - Tah: . .m 197- tentang Peratu ran 
Gaj1 Pegawai Negeri S1ptl jLcmbaren Negara Republik Indoeeeia 
Tahun 1977 [':omor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Jndonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir den_gan Pera tu ran Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 
tentang Perubahan KecnambeJas Atas peearu ren Pe-mcrintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai :>1<,geri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 H 
Nomor 108); 

16. Peraturan Pemerintah Nomcr 109 Tahun 2000 tenrang 
Kedudukan Keuangan Kepala Oaerah dan Wakil Kepala Daerah 
[Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 2000 Nomor 210. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia xomor '1028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor .24 Tahun 2004 reruang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan .-\nggota 
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah !Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20~ ·r.omor 90. Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor -1416) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemenntah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pcrubahao Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Prorokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Noznor 47 Tambahan Lembaran Neg.-.ra 
Republik Indonesia Nomor 4712): 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 rentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4502). 
sebagairnana tclah diubah dengan Peraruran Pemerintah r,i:omor 
74 Tahun 2012 tentang Pc.rubahan Atas Peraruran Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tamabahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia l\omor 53-10); 

19. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenrang Dana 
Perirnbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor J 37. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

20. Peraruran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 teruang S1stcr.i 
Intormasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Ta:nbahan Lembaran N,.gara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana tela.h diuball 
dengan Pera tu ran Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 IO ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerirnah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [l.embaran Negara Repubiik 
Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 45 78); 



22. Peraturan Pemermtah Xcrnor 65 Tahun 2005 ten.ta.,g Pedoman 
.Penyusunan dan Penerapan S:andar Pelayanan P.11:nmaJ 
(Lembaran ~egara RepubJik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Nomor 45851; 

23. Peraturan Pemerinlah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesra Tahun 2005 Nomor 159. 
Tambahan Lembaran Negara Repub:,k Indonesia Nomor -4588)' 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tcntang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pcmerinrahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
N-omor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaa 
Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerimah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Iembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah kepada Pemerin<ah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Oaerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan (nfonnasi Laporan 
Penyelenggara.an Pemcrintahan Daerah kepada Masyarakal 
[Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Perublik Indonesia Nomor 4693J; 

27. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentnng Pt:mba.g1an 
Urusan Pemerintahan Amara Pcmerincah, Pemerintaban Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

28. Peraruran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran :'legara 
Republik Indonesia Nomor 4 738): 

29. Peraruran Pcmcrintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N'omor 4741); 

30. Peraturan Pemerint.ah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dek6nsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

31. Peraruran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 lCfllallg Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik [Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1'ahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 49721 sebagaimana tclah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 83 Tahun 2012 tentang 
Peru bahan Atas Peraruran Pernerinrah Nomor 5 Tahun 2009 
temang Bantuan Keuangan kcpada Partai Poliulc (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 



32 Peraturan Pemennta.'l Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pcdoman 
Penyusunan Peraruran Dewan Perwak.ilan Rakyat Dae-rah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia !'iomor 5104); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 u:ntang Tata Car.:t. 
Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Qubemur sebagai Wakil Pernerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 20 l I tentang Perubahan Peraruran Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Togas 
dan Wewenang sena Kedudukan Keuangan Gubcmur sebagai 
Wak:tl Pcmerintah di WHayah Provinsi [Lembaran )1egara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4209); 

34. Peraturan Pemerintah Noruor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pcmberian dan Pemanfaa.tan lnscmif Pemungutan Pajak Da.era.h 
da.n Retribusi Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5161}; 

35 Pcraturan Pemerintah :'iomoc 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan [Lernbaran Negara RepubJik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

36. Peraruran Pemerimah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjama.n 
Da.era.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tenteng Hibah 
Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 rentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Nega,a Republik Indonesia Nomor 5533); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 1'ahun 2014 ten1ang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 123 Tambahan Lcmbaran Negara. Republik Indonesia 
Nomor 5539); 

40. Peraruran Presiden Nomor 5-+ Tahun 2010 tcntang Pengarla.an 
Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah beberapakali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahaa Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tcntang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 155, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5334; 

- 



.: 1. Peraruran Merueri D.aiarn Ne~tt xorac- 13 Tahun 2006 reruang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kah diubah, terakhir dengan Peraruran Menteri Dalam 
Negen Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Perubahan Kedua atas 
Peraruran Menter! Dalam Negeri Nomor- 13 Tahun 2006 tencang 
Pedoman Pengclolaan xeuengan 0-::-1.1.·r~h: 

42. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tenrang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraruran Dae.rah rentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kcpala Daerah tentang Pcnjabaran Peraturan Kcpaia 
Daerah teruang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Men1cri 
Oalam Ncgeri Nomor 36 Tahun 201 L tentang Perubahan atas 
Peraruran Menteri Dalam Nege:n N'omor 16 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraruran Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah temang Pcnjabaran Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

43. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang .\tilik Daerah; 

44. Peraurren Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2007 tentaag 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Per.ggunaan Bclanja Penunjang 
Operasional Pimpinan Dewan PenvaJclan Rakyat Daera.h Sert.a 
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Kemunikasr lntcnsii dan 
Dana Operasional; 

45. Perac.uran Menteri Dalam Negeri l'\omor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pcnganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan 
Penyaluran dan Laporan Perranggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana tclah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalara Negeri Nomor 26 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Mcnteri Oalam ~egeri 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cam 
Penghirungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Banruan Kcuangan Partai 
Polit!k; 

46. Peraturan Men ten Dalam Negeri £'.omor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian H1bah dart Bantuan Scstal yang bcrsumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentcri DaJam 
Negeri Nomor 32 Tahun 20 l l temang Pedoman Pernberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

47. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pcngeiolaan Investasi Pcmcnntah Daerah; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntans1 Pemenntahan Bcrbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah; 

- 
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I. Pcndapatan Daerah Rp 3.916.564 .067.413,00 
2. Belanja Daerah Rp. 4.356.924.347.613,00 

Surplus/ (Defisit/ H 
Rp. (44-0.360.280.200,00) 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berjumlah 
Rp. 4.356.924.347.613,00 dengan rineian sebagai berikut : 

Pasal l 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BEKAS£ TENTANG PENJABARAN ANGGARA'.'l 
PENOAPATAN :JAN BELA.NJ;\ OAER'\H TAHllN ANGGARAN 2015 

MEMUTUSKAN : 

49. Peraruran \lenten Oalam Xegeri Norr.or 1 Tahun 2014 tcntang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

50. Peraruran Memeri Dalam '.'legeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendaparan dan Belanja. 
Oaerah Tahun Anggaran 2015; 

51. Peraturan Daerah Kabupatcn Bekasi Nomor l Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor I); 

52. Peraturan Daerah Kabupatcn Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Femerintahan Kabuparen Bekasi (Lcmbaran 
Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 61; 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bekasi (Lemba,an Oaerah Kabupaten Bekasi Tabun 
2010 Nomor 3); 

54. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2011 Nomor 11; 

55. Peraruran Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah {Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2011 Nomor 61: 

56. Peraruran Daerah Kabupatcn Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 
tent.ang Organisasi Perangkat Dae.rah Pcmcrintah Kabupatcn 
Bekasi (Lembaran Oaerab Kabupaten Sekasi Tahun 2014 
Nomor 8); 

57. Peraturan Daerah Kabuparen Bekasi Nomor 12 Tahun 201-1 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Oacrah Kabupatcn Bekasi 
Tahun 2015 Nomor l 2); 

58. Keputusan Bupati Nomor 445/Kep.206-RSUD/2011 tentang 
Penetapan Rumah Salcit Umum Oae,ah Kabupaten Bekasi 
Sebagai Badan Layanan Umum Oaerah: 



• 
"( BUPATI BEKASI,* 

IJ /., f Hj. ~~ YASIN 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 31 Desember 2014 

Pasal 4 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
~~ar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Bupati 
iru dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana rcrsebur dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidal< 
tcrpisahkan da.ri Peraturan ini. 

Pasal 2 
Penjabaran Perubahan APBD sebagrumana dimaksud dalam Pasal l dirinci lebih 
lanjut pada Larnpiran Peraturan irri. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 
Berkenaan Rp. 

440.360.280.200.00 Rp. Pernbiayaan Netto 

3. Pembiavaan Daerah 
a Penenmaan Rp. 440.360.280.200.00 
b Pengcluaran Rp. 


